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MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN DOKTER PLUS DI DAERAH

A. LOKASI PELATIHAN

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Dokter Plus bulan Mei 2011 di daerah
	Pelatihan Dokter Plus
	Lokasi Pelatihan



	Kesehatan Anak
	1 bulan pertama di RS Pendidikan yakni RS Syaiful Anwar Malang, RSUP Sanglah Denpasar dan RSUP dr. Wahidin Makassar ;

serta 

2 bulan berikutnya di RS provinsi asal peserta yakni RS Prof. Johannes Kupang, RS Haulussy Ambon, RSU Dok II Jayapura


	Obstetri – Ginekologi


	RS Pendidikan di Surabaya (RSUD dr. Soetomo), serta RS Jejaring di Ternate (RSU Chasan Boesoeri) dan Jayapura (RS Dok II Jayapura)


	Anestesi
	IPDS/ RS Pendidikan di Surabaya (RSUD dr. Soetomo), Denpasar (RSUP Sanglah), Makassar (RSUP dr. Wahidin)



B. WAKTU PELAKSANAAN PELATIHAN

Rencana akan dimulai bulan Mei 2011
Obsgin akan dimulai terlebih dahulu sehingga
C. REKRUITMEN PESERTA 

Oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan di lapangan. Provinsi sasaran 2011 adalah NTT, Maluku dan Papua.
Tugas Dinas Kesehatan Provinsi dalam Pelaksanaan Pelatihan Dokter Plus :

1. Memetakan kabupaten mana saja yang memang belum memiliki tenaga dokter spesialis obsgin, anak, dan anestesi. 

2. Porsi untuk tiap provinsi 30 orang dibagi untuk 10 kabupaten (dengan memperhatikan kebutuhan daerah).
3. Mengirimkan usulan calon peserta dengan kriteria Dokter Umum berstatus PNS yang berasal dari Puskesmas Perawatan dan atau RS Kabupaten yang belum memiliki tenaga dokter spesialis obsgin, anak, dan anestesi. 

4. Dari tiap kabupaten harus memiliki 3 calon peserta/ calon Dokter Plus untuk 3 jenis kompetensi yang dilatihkan, karena Dokter Plus tersebut dalam melakukan pelayanan nantinya akan merupakan sebuah tim.

5. Usulan calon peserta disampaikan secara resmi melalui surat kepada Pusdiklat Aparatur.

D. PEMBIAYAAN PELATIHAN 
1. Jangka waktu pelatihan yang panjang memerlukan perencanaan keuangan yang cermat.

2. Lokasi pelatihan yang tersebar di beberapa daerah misalnya pada Pelatihan Dokter Plus Kesehatan Anak yang berpindah tempat pelatihan setelah 1 bulan pertama masa pelatihan.

3. Pelatihan bersifat sangat teknis medik melibatkan Kolegium Kedokteran terkait dan Dokter-dokter Spesialis di daerah yang telah mengikuti TOT.
Alternatif Konsep Pembiayaan :

1. Dalam penyelenggaraan Pelatihan Dokter Plus di daerah, Pusdiklat Aparatur bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi bagi Provinsi yang memiliki balai pelatihan kesehatan. Dalam hal ini anggaran pelatihan diserahkan kepada Bapelkes Provinsi untuk dikelola, didahului dengan penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama  (MoU) antara Pusdiklat Aparatur dengan Bapelkes.

2. Untuk pelatihan yang dilaksanakan di Makassar dimana terdapat Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) yang merupakan satu satuan kerja dengan Pusdiklat Aparatur dibawah Badan PPSDM Kesehatan, sehingga pembiayaan dapat melalui mekanisme Sistem Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA).

3. Untuk pelatihan yang dilaksanakan di Ternate dimana terdapat Politeknik Kesehatan (Poltekkes) yang merupakan satu satuan kerja dengan Pusdiklat Aparatur dibawah Badan PPSDM Kesehatan, sehingga pembiayaan juga dapat melalui mekanisme Sistem Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA).

